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LAMPIRAN 

Instrumen Wawancara Pihak BMT Arta Bina 

1. BMT Arta Bina Kota Serang didirikan pada tahun berapa? 

2. Apa yang melatarbelakangi pendirian BMT Arta Bina ini? 

3. Apa saja peraturan yang melandasi atau yang dijadikan pedoman di 

BMT Arta Bina? 

4. Apa yang menadi tujuan dalam pendirian BMT Arta Bina ini? 

5. Bagaimana visi dan misi yang diterapkan dalam BMT Arta Bina ini 

untuk tercapainya suatu tujuan? 

6. Bagaimana struktur organisasi dalam BMT Arta Bina Kota Serang? 

7. Apa saja produk yang disediakan di BMT Arta Bina? 

8. BMT Arta Bina ini wilayah kerjanya di sekitaran mana saja pak/bu? 

Atau warga yang dapat menjadi anggota BMT ini harus tinggal di 

wilayah Serang saja atau mencakup luar Serang juga? 

9. Bagaimana kelembagaan/legalitas yang diterapkan di BMT Arta Bina 

ini? 

10. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota yang ingin 

mengajukan pembiayaan mudharabah? 

11. Jaminan apa yang boleh diserahkan ke BMT? 

12. Bagaimana alur pengajuan pembiayaan hingga dilaksanakannya akad? 

13. Apakah usaha yang dilakukan oleh mudharib ditentukan oleh pihak 

BMT atau disesuaikan dengan masing-masing anggota? 

14. Bagaimana sistem pembagian nisbah dalam pembiayaan mudharabah 

di BMT Arta Bina ini? 

15. Bagaimana sistem penagihan setoran/angsuran yang dilakukan pihak 

BMT Arta Bina? 



 

 

 

16. Jika ada anggota yang telat membayar angsuran, bagaimana tindakan 

pihak BMT terhadap anggota tersebut? 

17. Jika usaha yang dilakukan oleh mudharib mengalami 

kerugian/bangkrut, bagaimana tindakan pihak BMT dan siapa yang 

menanggung atas kerugian tersebut? 

18. Jika anggota pembiayaan mudharabah meninggal dunia, apakah akad 

ini tetap berlanjut atau tidak? 

19. Apakah jangka waktu usaha ditentukan oleh BMT, atau sesuai dengan 

kesepakatan? 

20. Apakah periode pelaksanaan mudharabah di BMT Arta Bina dibatas 

dalam kurun waktu tertentu? 

21. Cadangan kerugian berasal dari mana? 

22. Apakah sewaktu-waktu kontrak dapat berubah mengikuti kejadian 

mendatang? 

23. Apakah nasabah yang dapat mengajukan Pembiayaan Mudharabah 

hanya yang baru memulai usaha? 

24. Usaha apa saja yang dijalani oleh Anggota Pembiayaan di BMT Arta 

Bina? 

25. Berapa persentase anggota yang melakukan Pembiayaan Mudharabah 

tersebut modal awalnya berasal dari tabungan pribadi dan yang modal 

awalnya berasal dari pembiayaan lembaga keuangan yang lain? 

26. Apa alasan yang melatarbelakangi diperbolehkannya Pembiayaan 

Mudharabah di BMT Arta Bina ini diajukan sebagai tamabahan modal 

sehingga tidak sesuai dengan aturan yang termuat dalam fatwa? 

 

 

 



 

 

 

Instrumen Wawancara Anggota yang Mengajukan Pembiayaan 

Mudharabah di BMT Arta Bina 

1. Sejak kapan bapak/ibu mengajukan pembiayaan mudharabah di BMT 

Arta Bina? 

2. Apa alasan bapak/ibu mengajukan pembiayaan mudharabah di BMT 

Arta Bina? 

3. Apa saja persyaratan yang harus dilakukan oleh bapak/ibu untuk 

mendapatkan modal dari BMT Arta Bina? 

4. Apa yang diserahkan oleh bapak/ibu untuk dijadikan jaminan di BMT 

Arta Bina? 

5. Bapak/ibu mengajukan pembiayaan berapa juta di BMT Arta Bina? 

6. Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan, apakah ditentukan dari 

pihak BMT atau sesuai kesepakatan bapak/ibu? 

7. Berapa angsuran yang harus dibayarkan bapak/ibu setiap bulannya? 

8. Berapa omset yang didapat setiap bulannya dari usaha yang bapak/ibu 

lakukan? 

9. Angsuran tersebut harus dilunaskan dalam kurun waktu berapa bulan 

pak/bu? 

10. Apakah bapak/ibu pernah telat membayar angsuran? 

11. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu sehingga telat membayar 

angsuran? 

12. Apa konsekuensi yang didapat bapak/ibu jika telat membayar 

angsuran? 

 

 

 

  



 

 

 

 

Surat Izin Penelitian 



 

 

 

 

Surat Balasan Penelitian 
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